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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) dapat
diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi PPAPT dalam
melaksanakan tugas dan fungsi guna mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis
Sekretariat Jenderal serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek),
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029, serta selaras
dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2025-2029.

Sebagai satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kemdiktisaintek, PPAPT hadir untuk
memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui fasilitasi pembiayaan dan
penyelenggaraan asesmen pendidikan tinggi. Penyusunan Renstra ini mempertimbangkan
karakteristik masing-masing program yang dikelola olen PPAPT. Fokus utamanya adalah
mewujudkan tata kelola program yang berorientasi pada peningkatan mutu dan pemerataan layanan
kepada seluruh lapisan penerima manfaat, sejalan dengan Visi dan Misi Presiden Republik
Indonesia.

Renstra PPAPT ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja beserta

target pencapaiannya guna mendukung proses pemantauan dan evaluasi
secara berkala, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Hal ini
mencerminkan komitmen institusi dalam memberikan layanan yang
transparan dan akuntabel. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan PPAPT, termasuk dalam
perencanaan pendanaan serta pengelolaan kinerja yang terukur dan
berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, kami
menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-
tingginya kepada tim penyusun, para kontributor, serta
seluruh pihak yang telah berperan dalam proses
penyusunan dokumen ini. Semoga Tuhan Yang Maha
Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan

kemudahan dalam upaya kita untuk terus



meningkatkan kualitas layanan pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi bagi seluruh

masyarakat Indonesia.

Jakarta, 30 April 2026

NIP 197707142008011012
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama bagi Indonesia
untuk mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, dan daya saing global, khususnya di
tengah dinamika globalisasi dan percepatan perkembangan teknologi. Pembangunan
SDM tidak hanya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi,
tetapi juga pembentukan karakter yang berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, adaptif,
serta mampu berkolaborasi dalam menghadapi kompleksitas tantangan masa depan.
Dengan demikian, pembangunan SDM menjadi fondasi strategis dalam mendorong
transformasi ekonomi dan sosial menuju Indonesia yang maju.

Peran tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN
2025-2029, Visi dan Misi Presiden, serta Visi Indonesia Emas 2045. Visi Presiden,
yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dijabarkan dalam
delapan misi (Asta Cita), yang salah satunya menempatkan pembangunan SDM
sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi (Kemdiktisaintek) memiliki peran strategis dalam mendukung Prioritas
Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, serta
inklusivitas bagi seluruh kelompok masyarakat.

Sebagai bentuk operasionalisasi visi dan misi tersebut, Kemdiktisaintek telah
menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan ditetapkan melalui
Permendiktisaintek No. 40 Tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra
K/L Tahun 2025-2029. Renstra ini menegaskan peran Kemdiktisaintek dalam
mendorong transformasi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif, adaptif,
dan berdampak. Visi Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029, vyaitu “Terwujudnya
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam



mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045”, mencerminkan

kebutuhan akan sistem pendidikan tinggi yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga

merata dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Visi tersebut, disusun dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya
saing sebagai upaya mendukung transformasi ekonomi.

2. Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak
dan menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendukung transformasi ekonomi dan
transformasi sosial

3. Mewujudkan tata kelola Pendidikan Tinggi Sains, dan teknologi berintegritas untuk
membantu mewujudkan transformasi Tata Kelola.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan mendasar,
khususnya terkait pemerataan akses pembiayaan pendidikan tinggi dan penguatan
sistem asesmen yang kredibel dan adaptif. Keterbatasan akses pembiayaan bagi
kelompok masyarakat tertentu, isu ketepatan sasaran bantuan, serta belum
optimalnya integrasi data menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan tinggi
yang inklusif. Di sisi lain, sistem asesmen pendidikan tinggi dituntut untuk terus
bertransformasi agar mampu mengukur capaian pembelajaran secara lebih
komprehensif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut sekaligus mendukung arah
kebijakan Kemdiktisaintek, pada tahun 2025 dibentuk Pusat Pembiayaan dan
Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) sebagai satuan kerja yang secara khusus
mengelola pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi. Pembentukan PPAPT
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdiktisaintek merupakan langkah
strategis untuk mengintegrasikan fungsi pembiayaan dan asesmen dalam satu
kerangka kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis data.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PPAPT Tahun 2025-2029 bukan



sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah langkah transformatif
organisasi. Dokumen ini dirancang untuk menetapkan arah kebijakan, program, dan
indikator kinerja satuan kerja secara sistematis dan terukur, agar selaras dengan
Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Renstra ini diharapkan menjadi panduan utama dalam mengarahkan intervensi
strategis PPAPT selama lima tahun ke depan; baik dalam memperluas akses
pembiayaan pendidikan tinggi, meningkatkan mutu penyelenggaraan asesmen,

maupun memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Kondisi Umum

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) merupakan unit
kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang
dibentuk pada Tahun 2025 sebagai baian dari restrukturisasi kelembagaan pasca
pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemdikbudristek) menjadi 3 (tiga) kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah (Kemdikdasmen), Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), dan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Sebagai unit
kerja baru, kinerja PPAPT tidak dapat dilepaskan dari capaian program pada periode
sebelumnya yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
(Puslapdik) dan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT). Evaluasi terhadap
kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum program pembiayaan
pendidikan tinggi telah berjalan dengan baik, ditandai dengan capaian yang

melampaui target pada sebagian besar indikator utama.



Tabel 0.1 Capaian Kinerja PPAPT (Sasaran Kinerja, Indikator, Target Renstra
2024, Capaian 2024)

e ' e Target Renstra Capaian
Sasaran Kinerja Indikator Kinerja
2024 2024
Tersedianya Jumlah mahasiswa 927.627 1.036.235
layanan yang memperoleh
pembiayaan beasiswa KIP-
pendidikan di Kuliah/Afirmasi/Prestasi
tingkat pendidikan _
tinggi Jumlah maha5|swa 12.345 12.842
yang menerima
Beasiswa Pendidikan
Indonesia
Meningkatnya tata Predikat SAKIP Pusat A A
kelola Pusat Layanan Pembiayaan
Layanan Pendidikan
Pembiayaan e
Nilai Kinerja Anggaran 90 97,08
atas Pelaksanaan
RKA-K/L Pusat
Layanan Pembiayaan
Pendidikan
Meningkatnya tata Predikat SAKIP Balai A BB
kelola Balai Pembiayaan
Pembiayaan Pendidikan Tinggi
pendidikan Tinggi Nilai Kinerja Anggaran 90 94

atas Pelaksanaan
RKA-K/L Pendidikan
Tinggi

Pada aspek layanan pembiayaan, jumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP

Kuliah, afirmasi, dan prestasi mencapai 1.036.235 penerima atau melampaui target

sebesar 927.627. Demikian pula, jumlah penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia

(BPI) mencapai 12.842 orang, melampaui target sebesar 12.345. Capaian ini

menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan tinggi, khususnya bagi kelompok

masyarakat kurang mampu dan wilayah afirmasi. Namun demikian, peningkatan
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jumlah penerima juga membawa konsekuensi terhadap kompleksitas pengelolaan,
terutama dalam hal ketepatan sasaran, validitas data, dan ketepatan waktu penyaluran
bantuan.

Dari sisi tata kelola, Puslapdik berhasil mempertahankan predikat SAKIP “A”
(memuaskan) dengan nilai 88,75, sementara BPPT memperoleh predikat “BB” (sangat
baik) dengan nilai 78,75. Selain itu, nilai kinerja anggaran menunjukkan tren
peningkatan yang signifikan, di mana Puslapdik mencapai nilai 97,08 pada tahun 2024.
Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan,
khususnya dalam konsistensi kinerja antar satuan kerja serta penguatan integrasi
sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa PPAPT memiliki fondasi
kinerja yang cukup kuat untuk melaksanakan tugasnya ke depan. Namun, sebagai unit
kerja baru dengan mandat yang lebih terintegrasi, PPAPT dihadapkan pada kebutuhan
untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, harmonisasi program, serta penguatan

sistem tata kelola berbasis data dan teknologi.

1. Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

Dalam rangka mendukung tersedianya layanan pembiayaan pendidikan
tinggi, pemerintah telah melaksanakan berbagai program, antara lain Kartu
Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Beasiswa
Pendidikan Indonesia (BPI). Pasca restrukturisasi kementerian, program-program
tersebut menjadi kewenangan Kemdiktisaintek dan dikelola oleh PPAPT,
sementara program Beasiswa Unggulan tetap berada di bawah Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pelaksanaan program pembiayaan pendidikan tinggi pada periode
sebelumnya menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan akses
pendidikan tinggi, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan

wilayah afirmasi. Hal ini tercermin dari realisasi penerima KIP Kuliah, ADik, dan
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BPI yang melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, telah disalurkan
bantuan/beasiswa bagi sebanyak 1.022.084 penerima KIP Kuliah, 7.676 penerima
ADik, dan 12.842 penerima/terfasilitasi BPI. Capaian tersebut mengindikasikan
bahwa intervensi pemerintah telah berkontribusi nyata dalam memperluas
partisipasi pendidikan tinggi dan mendukung agenda pemerataan akses. Namun
demikian, pencapaian kuantitas penerima manfaat tersebut perlu diikuti dengan
penguatan tata kelola program, diantaranya dalam hal akurasi dan integrasi data
penerima manfaat, ketepatan sasaran, serta ketepatan waktu penyaluran.

Selain itu, peluncuran program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen
Indonesia (BPDDI) pada tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam
meningkatkan kualitas SDM pendidikan tinggi, khususnya dosen. Namun
demikian, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada desain seleksi
yang tepat, keberlanjutan pendanaan, serta keterkaitan dengan kebutuhan

pengembangan institusi pendidikan tinggi.

. Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja

Kualitas Tata Kelola Satuan Kerja dapat diukur melalui hasil evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Kinerja Anggaran
(NKA). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Pada Tahun 2024, satuan kerja Puslapdik mendapat predikat SAKIP A atau
“‘Memuaskan” dengan nilai 88,75 dan satuan kerja BPPT mendapat predikat
SAKIP BB dengan nilai 78,75 atau “Sangat Baik”. Puslapdik telah mencapai
predikat A selama periode 2020 - 2024, sedangkan BPPT baru mendapatkan nilai
SAKIP pada tahun 2024 karena merupakan satker baru.

12



Tata Kelola juga dapat dinilai melalui Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Nilai
Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang
tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran
adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berikut capaian NKA RKA K/L periode 2020 -
2024:

Tabel 0.2 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satuan Kerja Tahun 2020-2024

Satker \ 2020 \ 2021 \ 2022 \ 2023 \ 2024

Pusat Layanan Pembiayaan

88,15 | 86,61 87,45 | 93,29 | 97,08
Pendidikan Tinggi

Balai Pembiayaan Pendidikan

. - - - 88 | 94,35
TinggQi

Pencapaian Tata Kelola di atas mengindikasikan bahwa sistem
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah berjalan dengan cukup
baik dan semakin terstruktur, namun adanya perbedaan capaian antara Puslapdik
dan BPPT menunjukkan bahwa tingkat kematangan tata kelola antar satuan kerja
masih belum merata. Hal ini menjadi tantangan dalam konteks pembentukan
PPAPT sebagai unit kerja baru yang mengintegrasikan fungsi pembiayaan dan

asesmen.

C. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
a. Kekuatan (Strength)
PPAPT memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM) unggul melalui kewenangan pengelolaan pembiayaan
pendidikan tinggi dan asesmen. Dalam hal perluasan akses pendidikan tinggi,

PPAPT memiliki fondasi operasional berskala masif dengan implementasi
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program yang telah teruji kuat. Pada tahun 2024, PPAPT telah memfasilitasi
1.022.084 mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan 7.676
mahasiswa penerima beasiswa ADik. Selain itu, jangkauan layanan ini diperluas
melalui fasilitasi bagi 12.842 penerima BPI yang merupakan hasil kolaborasi
pendanaan. Skala jangkauan penyaluran yang sangat masif ini menjadi daya
ungkit fundamental (kekuatan internal) bagi PPAPT untuk mengintervensi
pemerataan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi nasional,
khususnya dalam mendobrak hambatan finansial bagi masyarakat dari
kelompok pengeluaran 20% terbawah (Kuintil 1) dan wilayah 3T.

Kekuatan PPAPT tidak hanya terletak pada besaran kuantitas penyaluran,
melainkan juga pada posisinya sebagai integrator kebijakan pembiayaan yang
berbasis data. PPAPT memiliki kapasitas dan ekosistem untuk mensinergikan
basis data lintas sistem, seperti integrasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PDDikti) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE).
Kemampuan integrasi ini merupakan modal utama PPAPT dalam menjaga
presisi dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Hal ini turut diperkuat oleh
terbangunnya jaringan koordinasi dan kemitraan yang solid dengan perguruan
tinggi (PTN/PTS), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), instansi
Pemerintah Daerah, hingga mitra penyalur, yang memastikan kelancaran
administrasi dan operasional dari hulu ke hilir.

Dari sisi tata kelola institusional, PPAPT ditopang oleh rekam jejak kinerja
anggaran dan akuntabilitas organisasi yang sangat baik. Berdasarkan evaluasi
dari unit pengampu program sebelumnya, tata kelola pembiayaan pendidikan
tinggi secara konsisten mampu meraih predikat SAKIP "A" serta
mempertahankan Nilai Kinerja Anggaran pada kategori "Sangat Baik" (dengan
capaian di atas 90). Pencapaian ini mencerminkan kuatnya fondasi birokrasi
yang berorientasi pada hasil (result-oriented government), di mana proses

perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja berjalan secara sinkron,
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transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

. Peluang (Opportunity)

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) memiliki
peluang strategis yang besar dalam memperkuat perannya sebagai penggerak
utama transformasi pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Kesempatan ini
didukung kuat oleh agenda makro pemerintah yang menempatkan
pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai prioritas utama dalam
RPJMN 2025-2029 menuju Visi Indonesia Emas 2045. Kondisi ini bertepatan
dengan momentum puncak bonus demografi pada periode 2025-2029, di mana
tingginya proporsi penduduk usia produktif menjadi peluang emas bagi PPAPT
untuk mengarahkan instrumen pembiayaannya guna mencetak SDM yang
kompetitif, relevan dengan kebutuhan industri, khususnya di bidang STEM dan
vokasi.

Di samping itu, terbukanya peluang ekosistem kemitraan lintas sektor
menjadi daya ungkit bagi PPAPT untuk mendiversifikasi sumber pendanaan di
luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara empiris,
PPAPT telah berhasil merawat kolaborasi strategis dengan Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan
Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPIl), yang pada tahun 2024 sukses
memfasilitasi pendanaan bagi 12.842 penerima. Peluang pendanaan inovatif ini
juga diperkuat oleh rekam jejak kemitraan filantropi, seperti kerja sama dengan
Tanoto Foundation dalam pengembangan softskill penerima KIP Kuliah. Ke
depannya, selaras dengan arah kebijakan Sekretariat Jenderal, PPAPT juga
memiliki peluang untuk menangkap dukungan kemitraan internasional dari
lembaga seperti ADB, World Bank, dan UNESCO guna memperkuat tata kelola

sistem pembiayaan.
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2. Permasalahan
a. Kelemahan (Weakness)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pembiayaan
pendidikan tinggi, Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT)
mengidentifikasi sejumlah permasalahan operasional maupun strategis yang
menghambat optimalisasi layanan. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja,

berikut adalah identifikasi permasalahan utama beserta analisis dampaknya:

1) Hambatan Sinkronisasi dan Validitas Data Calon Penerima
Permasalahan pertama terkait dengan proses sinkronisasi dan validitas data
usulan calon penerima bantuan. Saat ini, masih sering terjadi keterlambatan
dari pihak perguruan tinggi dalam melaporkan pemutakhiran data akademik
ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Selain itu, banyak
ditemukan usulan calon penerima KIP Kuliah dan ADik yang data
kependudukannya (seperti NIK, NISN, dan NPSN) tidak valid atau belum
sinkron dengan data dari Dukcapil sejak awal pendaftaran. Hal ini menjadi
masalah krusial karena sistem KIP Kuliah mensyaratkan sinkronisasi mutlak
dengan PDDIKTI. Ketidaksesuaian data tersebut mengakibatkan usulan
perguruan tinggi tertolak oleh sistem, menghambat kelancaran verifikasi, dan
memicu penundaan pencairan dana. Kondisi ini secara langsung sangat
merugikan mahasiswa penerima manfaat, terutama mahasiswa on-going
yang pencairannya tertunda, serta calon pendaftar yang berisiko kehilangan
haknya akibat kendala administratif. Penyelesaian masalah ini menuntut
komitmen lintas pihak yang berkepentingan, mulai dari PPAPT sebagai
penyalur, Perguruan Tinggi sebagai pengelola data, Pusat Data dan
Teknologi Informasi (Pusdatin), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Dukcapil), hingga kedisiplinan mahasiswa itu sendiri.
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2) Dinamika Keberhasilan Studi Mahasiswa Afirmasi (ADik)
Menyoroti dinamika kedisiplinan dan keberhasilan studi mahasiswa
program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), pengelola sering kali
menghadapi kesulitan dalam menghubungi mahasiswa afirmasi yang
sudah ditetapkan sebagai penerima. Terdapat banyak kasus di mana
mahasiswa ADik terpaksa dihentikan beasiswanya karena tidak aktif
melakukan registrasi atau pengisian KRS, putus kuliah (drop out),
menghilang, mengundurkan diri, ketidaksesuaian program studi, hingga
meninggal dunia. Hal ini menjadi masalah yang sangat signifikan karena
tidak hanya memicu terhentinya penyaluran beasiswa bagi individu
tersebut, tetapi juga berpotensi menggagalkan target pemerintah dalam
mencetak lulusan SDM unggul dari kelompok afirmasi, sekaligus
menimbulkan inefisiensi alokasi APBN. Pihak yang paling terdampak tentu
saja mahasiswa dari kelompok rentan (Papua, 3T, repatriasi, dan
disabilitas) yang kehilangan akses pendidikan tinggi, beserta daerah asal
mereka yang kehilangan potensi SDM masa depan. Untuk mengatasi
dinamika ini, sangat dibutuhkan peningkatan pembinaan dan sinergi dari
pihak-pihak yang terlibat, yaitu PPAPT, pengelola ADik atau dosen wali di

Perguruan Tinggi, mahasiswa, serta Pemerintah Daerah setempat.

3) Penyerapan Anggaran BPI dan Kepatuhan Mitra Perguruan Tinggi
Permasalahan ini berhubungan dengan tidak optimalnya penyerapan
anggaran pada Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan kurangnya
pemahaman prosedur oleh mitra. Kendala ini dipicu oleh adanya penerima
beasiswa yang melakukan penundaan studi, terlambat mengajukan
pembiayaan, atau mengalami ketidakcocokan universitas. Di sisi lain,
terdapat mitra Perguruan Tinggi baru yang belum memahami secara penuh
prosedur penagihan biaya pendidikan. Hal ini menjadi hambatan serius

karena memicu penundaan penagihan dan pembayaran. Khusus pada
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kolaborasi pendanaan dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP), adanya pengelompokan pagu anggaran dan ketidakmampuan
dana untuk di-carry over ke tahun berikutnya menyebabkan munculnya
penundaan pembayaran (outstanding) yang harus diselesaikan di awal
tahun dengan birokrasi yang rumit. Pihak yang dirugikan dalam masalah ini
adalah mahasiswa penerima (awardee) BPI yang terhambat pendanaan
studinya, serta Perguruan Tinggi mitra yang arus kas operasionalnya
terganggu akibat tagihan yang belum dibayarkan. Rantai masalah ini
melibatkan peran besar dari PPAPT, LPDP Kementerian Keuangan,
Perguruan Tinggi mitra, dan kepatuhan administratif dari mahasiswa

penerima.

4) Kerentanan Keamanan Data dan Infrastruktur IT
Permasalahan selanjutnya menyoroti kerentanan pada keamanan data dan
infrastruktur IT. Saat ini, sistem informasi layanan pembiayaan seperti SIM
KIP Kuliah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas
penyimpanan (storage) dan memori pada server. Infrastruktur ini juga
rentan terhadap ancaman eksternal, sebagaimana dibuktikan oleh insiden
serangan siber (Ransomware) pada Pusat Data Nasional Sementara
(PDNS) yang memengaruhi banyak layanan kementerian. Keterbatasan
dan kerentanan ini sangat fatal karena dapat melumpuhkan layanan
pendaftaran dan pencairan secara masif, memicu hilangnya data, serta
memaksa proses perbaikan atau restorasi secara manual yang berisiko
tinggi terhadap akurasi data. Apabila infrastruktur ini terganggu, jutaan
calon pendaftar dan mahasiswa penerima manfaat menjadi pihak yang
paling terdampak karena kehilangan akses layanan utama. Mengingat
krusialnya masalah ini, penyelesaiannya sangat bergantung pada
penguatan infrastruktur dan kerja sama antara Tim IT PPAPT, Pusdatin

Kemdiktisaintek, Kementerian Kominfo selaku pengelola PDN, dan
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perguruan tinggi.

5) Masa Transisi Regulasi, Tata Kelola, dan Pemblokiran Anggaran

Permasalahan kelima adalah dampak dari masa transisi kelembagaan
terkait regulasi, tata kelola kinerja, dan dinamika anggaran. Pemecahan
kementerian menjadi Kemdiktisaintek berdampak pada belum tersedianya
Rencana Strategis Kementerian yang definitif, sehingga menghambat
proses penyusunan dokumen turunan krusial bagi PPAPT seperti Renstra
Satker, Peta Jabatan, dan dokumen Prosedur Bisnis (Probis) harian. Di
aspek keuangan, PPAPT juga sering menghadapi pemblokiran anggaran
(Automatic Adjustment) dari Kementerian Keuangan. Kondisi ini sangat
bermasalah karena kekosongan tata kelola ini menyebabkan PPAPT
sempat tidak memiliki anggaran dukungan manajemen satker dan
terhambat dalam mengimplementasikan pengukuran evaluasi SAKIP.
Sementara itu, blokir anggaran menyebabkan keterlambatan pencairan

program dan berisiko menurunkan Indikator SAKIP.

D. Tantangan (Threats)

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) juga menghadapi

berbagai tantangan eksternal yang bersifat struktural, dinamis, dan saling terkait.

Tantangan

panjang.

1.

ini tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan program, tetapi juga

menentukan efektivitas kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi dalam jangka

Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi yang Persisten
Meskipun program pembiayaan telah diperluas, ketimpangan akses pendidikan

tinggi antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi masih sangat tinggi. Wilayah

infrastruktur pendidikan yang terbatas, khususnya di daerah 3T,

menghadapi hambatan berlapis, mulai dari keterbatasan perguruan tinggi, kesiapan
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akademik lulusan sekolah menengah, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.

. Keterbatasan Fiskal dan Kompetisi Prioritas Anggaran

Pembiayaan pendidikan tinggi sangat bergantung pada alokasi APBN, yang dalam
praktiknya menghadapi keterbatasan fiskal dan kompetisi dengan sektor lain
(kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dil.). Dalam kondisi tekanan fiskal,
terdapat risiko pembatasan kuota penerima, penundaan program, atau penyesuaian
besaran bantuan.

. Ketergantungan pada Kualitas dan Integrasi Data Eksternal

Keberhasilan program pembiayaan sangat bergantung pada kualitas data dari
berbagai sumber eksternal seperti Dukcapil, PDDIKTI, dan data sosial ekonomi
lainnya. Permasalahan seperti data tidak sinkron, tidak mutakhir, atau tidak valid
akan berdampak langsung pada ketepatan sasaran penerima, keterlambatan
proses seleksi dan penyaluran, serta meningkatnya potensi kesalahan kebijakan.

. Dinamika Kebutuhan Dunia Kerja dan Relevansi Pendidikan

Perubahan cepat dalam dunia kerja akibat digitalisasi, otomatisasi, dan ekonomi
berbasis pengetahuan menuntut lulusan pendidikan tinggi memiliki kompetensi yang
relevan dan adaptif. Tantangan ini berdampak pada perlunya penyesuaian skema
pembiayaan yang tidak hanya berbasis akses, tetapi juga berbasis kebutuhan sektor
prioritas, serta integrasi antara pembiayaan pendidikan dengan kebijakan
pengembangan SDM nasional.

. Risiko Inefisiensi dan Fragmentasi Program

Dengan banyaknya skema pembiayaan yang ada (KIP Kuliah, ADik, BPI, dlIl.),
terdapat risiko tumpang tindih program, duplikasi penerima, serta fragmentasi
kebijakan antar unit atau kementerian. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini
dapat mengurangi efektivitas intervensi dan meningkatkan beban administrasi.
Sehingga diperlukan integrasi kebijakan dan simplifikasi skema pembiayaan, serta
penguatan fungsi PPAPT sebagai koordinator dan integrator kebijakan pembiayaan

pendidikan tinggi.

20



BERDAMPAK

VISI, MISI, TUJUAN, DAN

SASARAN

Rencana Strategis - Pusat Pembiayaan

dan Asesmen Pendidikan Tinggi

2025

2029




BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi
Visi Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) merupakan
penjabaran dari visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025—
2029, dengan menegaskan peran strategis PPAPT dalam mendukung transformasi
pendidikan tinggi melalui penguatan sistem pembiayaan dan asesmen yang berkualitas,
tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi Kementerian, PPAPT

menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya sistem pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi yang inklusif,
adaptif, kolaboratif, dan akuntabel serta berdampak dalam mendukung

transformasi sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.”

Dengan visi tersebut, PPAPT diarahkan menjadi unit yang tidak hanya menjalankan
fungsi administratif pembiayaan, tetapi juga sebagai pengungkit strategis dalam
mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, adaptif, dan berdampak secara

berkelanjutan.

B. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi,

ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan akses pembiayaan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan
bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan afirmasi.

2. Menguatkan sistem pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi yang adaptif dan
kolaboratif dalam merespons dinamika kebutuhan melalui sinergi multipihak.

3. Meningkatkan tata kelola pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi yang
akuntabel, transparan, dan berintegritas berbasis data dan teknologi.

4. Mendorong peningkatan dampak pembiayaan pendidikan tinggi terhadap kualitas
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lulusan dan kontribusi pendidikan tinggi bagi pembangunan nasional.

C. Tujuan

Tujuan Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) merupakan

penjabaran dari misi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan kondisi yang ingin

dicapai dalam jangka menengah sebagai kontribusi terhadap pencapaian sasaran

strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Tabel 0.1 Penjabaran Misi ke Tujuan PPAPT

Misi Tujuan

Mewujudkan akses pembiayaan
pendidikan tinggi yang inklusif dan
berkeadilan  bagi  seluruh  lapisan

masyarakat, khususnya kelompok kurang
mampu dan afirmasi.

Meningkatkan akses dan pemerataan

pembiayaan pendidikan tinggi yang

inklusif dan berkeadilan.

Menguatkan sistem pembiayaan dan
asesmen pendidikan tinggi yang adaptif

dan  kolaboratif dalam  merespons
dinamika kebutuhan melalui sinergi
multipihak.

Mewujudkan sistem pembiayaan dan
asesmen pendidikan tinggi yang adaptif,
kolaboratif, dan tepat sasaran.

Meningkatkan tata kelola pembiayaan dan

tinggi  yang
akuntabel, transparan, dan berintegritas

asesmen  pendidikan

berbasis data dan teknologi.

Meningkatkan kualitas tata kelola
pembiayaan dan asesmen pendidikan
tinggi yang akuntabel, transparan, dan

berbasis data.

Mendorong peningkatan dampak
pembiayaan pendidikan tinggi terhadap

kualitas lulusan dan kontribusi pendidikan

tinggi bagi pembangunan nasional.

Meningkatkan dampak pembiayaan
pendidikan tinggi terhadap keberhasilan

studi, kualitas lulusan, dan kontribusi

pembangunan nasional.
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D. Sasaran

Tabel 0.2 Sasaran dan Indikator Kinerja PPAPT

No Sasaran Indikator Kinerja
1 Meningkatnya layanan Persentase mahasiswa program sarjana dan
pendidikan tinggi yang program diploma dari kelompok yang kurang
terjangkau mampu secara ekonomi atau dari daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal
2 Meningkatnya kualitas SDM | Jumlah SDM pendidikan tinggi yang
pendidikan tinggi mendapatkan beasiswa S3 ke PT dengan
reputasi top 100 dunia di bidangnya
3 Meningkatnya tata kelola | Predikat SAKIP Pusat Pembiayaan dan
SAKIP satuan kerja di | Asesmen Pendidikan Tinggi
lingkungan Sekretariat
Jenderal
4 Meningkatnya tata kelola | Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas
Kinerja Anggaran satuan | Pelaksanaan RKA-K/L Pusat
kerja di lingkungan | Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan
Sekretariat Jenderal Tinggi
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BAB I
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rencana Strategis Pusat Pembiayaan dan
Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman
pada Rencana Strategis Kementerian serta arah kebijakan pembangunan nasional.
Penyusunan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan
kegiatan PPAPT berjalan selaras, terintegrasi, dan memberikan kontribusi nyata
terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian, khususnya dalam perluasan
akses, peningkatan mutu, serta pemerataan layanan pembiayaan dan asesmen
pendidikan tinggi.

Sebagai unit pelaksana yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan
pembiayaan pendidikan tinggi dan pelaksanaan fungsi asesmen, PPAPT menjalankan
tugasnya sebagai bagian integral dari sistem tata kelola Kemdiktisaintek. PPAPT
berperan dalam memastikan terselenggaranya layanan pembiayaan yang tepat
sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan, serta pelaksanaan asesmen yang objektif,
transparan, dan berbasis data guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat.

Seluruh pelaksanaan tugas PPAPT diarahkan untuk mendukung efektivitas
kebijakan kementerian yang sejalan dengan arah pembangunan nasional, termasuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi
Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, Renstra PPAPT tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen perencanaan internal, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perencanaan
nasional yang menegaskan peran PPAPT dalam mewujudkan tata kelola pembiayaan

dan asesmen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas.
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B. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
Kebijakan strategis Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT)
merupakan penjabaran operasional dari kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi dalam mendukung peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas
pendidikan tinggi. Rumusan ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional
dalam RPJMN, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia unggul melalui

perluasan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, PPAPT memegang peran penting dalam memastikan
bahwa pembiayaan pendidikan tinggi tersalurkan secara tepat sasaran, efektif, dan
memberikan dampak nyata, dengan dukungan sistem asesmen yang kredibel dan
berbasis data. Oleh karena itu, fokus kebijakan PPAPT diarahkan pada transformasi
sistem pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi yang adaptif, terintegrasi, serta

menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan strategis PPAPT difokuskan pada:

1. Penguatan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan, melalui
optimalisasi dan perluasan jangkauan program pembiayaan pendidikan bagi
masyarakat kurang mampu, kelompok afirmasi, serta wilayah tertinggal, terdepan,
dan terluar (3T).

2. Peningkatan ketepatan sasaran dan kualitas penyaluran pembiayaan pendidikan
tinggi, melalui penguatan tata kelola data, integrasi sistem informasi, serta
penyempurnaan mekanisme seleksi dan penetapan penerima manfaat.

3. Penguatan sistem asesmen pendidikan tinggi yang objektif, transparan, dan berbasis
risiko, sebagai landasan dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan
berkeadilan.

4. Peningkatan tata kelola pembiayaan pendidikan tinggi yang akuntabel dan
berintegritas, melalui penguatan pengendalian internal, penerapan manajemen
risiko, serta pelaksanaan audit yang efektif.

5. Percepatan transformasi digital layanan pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi,
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melalui pengembangan sistem layanan yang terintegrasi, efisien, dan mudah diakses
oleh masyarakat.

6. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis outcome dan dampak, guna
memastikan efektivitas program dalam mendukung keberhasilan studi serta
peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi.

7. Penguatan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pendidikan tinggi, melalui kemitraan
strategis dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan

industri.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT)
disusun dengan mengacu pada kerangka regulasi Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi, yang berlandaskan pada dasar hukum pembentukan kementerian
serta amanat untuk menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi dalam rangka
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks tersebut, PPAPT
berkontribusi dalam mendukung terwujudnya pendidikan tinggi, sains, dan teknologi
yang inklusif, adaptif, dan berdampak melalui penyelenggaraan pembiayaan pendidikan
tinggi yang tepat sasaran serta sistem asesmen yang kredibel.

Sebagai satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretariat Jenderal, PPAPT merupakan bagian dari sistem pendukung (supporting
system) kementerian yang berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian, khususnya dalam aspek pembiayaan dan asesmen pendidikan
tinggi. Dasar hukum pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang mengatur struktur
organisasi kementerian termasuk Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung utama.

Selanjutnya, pengaturan lebih rinci terkait organisasi dan tata kerja kementerian,
termasuk unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, diatur dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
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Tata Kerja Kemdiktisaintek. Dalam kerangka tersebut, PPAPT melaksanakan tugas dan
fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan tinggi serta
penyelenggaraan asesmen sebagai dasar penetapan kebijakan yang tepat sasaran dan
akuntabel.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program, PPAPT juga mengacu pada
kebijakan reformasi birokrasi nasional yang menekankan penguatan tata kelola
pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Implementasi reformasi
birokrasi tersebut tercermin dalam upaya peningkatan kualitas sistem akuntabilitas
kinerja, penguatan pengelolaan keuangan negara, peningkatan kualitas layanan publik,
serta pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam mendukung pengambilan
keputusan.

Sejalan dengan hal tersebut, kerangka regulasi PPAPT diarahkan untuk mendukung
penguatan tata kelola pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi yang berintegritas,
peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta pencapaian sasaran strategis
Kementerian secara efektif dan berkelanjutan. Kerangka regulasi ini menjadi acuan
dalam penyusunan kebijakan teknis, program, dan kegiatan PPAPT, serta dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi secara konsisten dan akuntabel.

Kerangka regulasi PPAPT sebagaimana dimaksud selanjutnya dituangkan dalam
bentuk peta regulasi yang mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

serta pedoman operasional yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPAPT.

Tabel 0.1 Peta/Kerangka Regulasi PPAPT

Urgensi
Arah Kerangka
Pembentukan

Regulasi Unit Unit
Berdasarkan . . . Target
dan/atau Penanggungj Terkait/Instit

Evaluasi Regulasi Penyelesaian

Kebutuhan L N awab usi
Eksisting, Kajian dan

Penelitian

Regulasi

1. Peraturan Memperkuat tata PPAPT * Sekretaris Telah
Menteri kelola dan Jenderal (Biro | ditetapkan
Diktisaintek No. | keberlanjutan Program Hukum) tanggal 18
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Arah Kerangka
Regulasi
dan/atau

Kebutuhan
Regulasi

2 Tahun 2026
tentang
Program
Indonesia Pintar

Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan
Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan
Penelitian

Indonesia Pintar
Pendidikan Tinggi
yang selama ini telah
dijalankan agar

Unit
Penanggungj
awab

Unit
Terkait/Instit

Target
Penyelesaian

Februari 2026

(PIP) perluasan akses
Pendidikan mahasiswa kurang
Tinggi mampu ke pendidikan
tinggi berlangsung
lebih efektif dan tepat
sasaran.
Rancangan Menyediakan PPAPT * Sekretaris Tahun 2026
Permendiktisain | landasan Jenderal (Biro | sd Tahun
tek tentang hukum dan acuan Hukum) 2028
Pedoman yang seragam dalam
Umum penyaluran bantuan
Penyaluran pemerintah di
Bantuan Lingkungan
Pemerintah di Kemdiktisaintek agar
Kemdiktisaintek | pelaksanaan program
lebih transparan,
akuntabel, dan
tepat sasaran.
Reuvisi Kebutuhan untuk PPAPT * Sekretaris Tahun 2026
Peraturan memperpanjang Jenderal (Biro | sd Tahun
Presiden No. masa tinggal. Hukum) 2028
106/2021 mahasiswa di * Biro OSDM
tentang asrama yang
Asrama awalnya hanya 2
Mahasiswa tahun akan
Nusantara diperpanjang

sampai 4 tahun.
Perpanjangan ini
diharapkan dapat

30




Urgensi
Arah Kerangka
) Pembentukan . .
Regulasi Unit Unit

Berdasarkan ) ) ) Target
dan/atau Penanggungj Terkait/Instit

Evaluasi Regulasi . Penyelesaian
Kebutuhan L N awab
Eksisting, Kajian dan

Regulasi N
Penelitian

membuat masa

pembinaan
mahasiswa lebih
optimal.
4. Peraturan Arah kebijakan PPAPT * Sekretaris Telah
Menteri transformasi Jenderal (Biro | ditetapkan
Pendidikan pendidikan tinggi Hukum) tanggal 18
Tinggi, Sains, diimplementasikan * Ditjen Dikti Februari 2026

dan Teknologi dalam mekanisme
Nomor 3 Tahun | penerimaan

2026 tentang mahasiswa baru
Penerimaan pada perguruan
Mahasiswa tinggi negeri secara
Baru Program nasional dan
Diploma dan mandiri yang
Program sejalan dengan
Sarjana pada semangat
Perguruan Diktisaintek

Tinggi Negeri Berdampak guna
mendorong
peningkatan dan
perbaikan mutu
pendidikan pada
jenjang

sebelumnya.
Permendikbudristek
No. 62/2023 sudah
tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan
hukum sehingga
perlu diubah sehingga
diubah dengan
Permendiktisaintek No
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Urgensi

) Pembentukan . .
Regulasi Unit Unit

Terkait/Instit

Arah Kerangka

Berdasarkan Target

dan/atau
Kebutuhan

Penanggungj

Evaluasi Regulasi
awab

Penyelesaian

Regulasi

Eksisting, Kajian dan
Penelitian

3 Tahun 2026

Rancangan Memberikan landasan | PPAPT Sekretaris Tahun 2026
Permendiktisain | hukum bagi Jenderal (Biro | sd Tahun
tek tentang pembentukan dan Hukum) 2028
Pembentukan operasionalisasi
Lembaga Lembaga Sertifikasi
Sertifikasi Profesi yang berperan
Profesi menjamin pengakuan

kompetensi lulusan

pendidikan tinggi

sesuai standar industri

dan kebutuhan pasar

kerja.
Rancangan Memberikan kepastian | PPAPT Sekretariat Tahun 2026
Peraturan hukum melalui Jenderal (Biro | sd Tahun
Pemerintah pengaturan teknis Hukum) 2028

(PP) turunan
dari UU Nomor
23 Tahun 2022
tentang
Pendidikan dan
Layanan
Psikologi

mengenai
penyelenggaraaan
Pendidikan dan
Layanan Psikologi. PP
juga diperlukan untuk
mewujudkan
standarisasi pelayanan
guna meningkatkan
mutu pendidikan,
kompetensi profesi,
dan kualitas layanan
psikologi kepada
masyarakat. PP juga
penting sebagai
sarana penyesuaian
terhadap
perkembangan
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Arah Kerangka
Regulasi
dan/atau

Kebutuhan
Regulasi

Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan
Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan
Penelitian

kebutuhan masyarakat
serta kebijakan
nasional terkini.

Unit

Unit

Penanggungj Terkait/Instit

awab

usi

Target
Penyelesaian

Rancangan Dokumen spesifikasi BAPT Sekretariat Tahun 2026
Peraturan teknis tentang tolok Jenderal (Biro | sd Tahun
Menteri ukur layanan minimum Hukum) 2028
Diktisaintek o
yang diberikan oleh
tentang Standar B L
Pelayanan adan Layanan Umum
Minimum kepada masyarakat,
Balai Asesmen | peraturan ini perlu
Pendidikan ditetapkan guna
Tinggi memenuhi persyaratan
administrasi bagi
BAPT yang akan
menerapkan PPK-
BLU.
Rancangan Menindaklanjuti BAPT e Kementerian | Tahun 2026
Peraturan temuan audit BPK Keuangan sd Tahun
Menteri pada IHPS | Tahun e Sekretariat 2028
2022 hal. 49 dan IHPS Jenderal
Keuangan .
Tarif | Tahun 2021 hal. 65 (Biro Hukum,
tentang Tari terkait pengelolaan Biro
Layanan Satuan | kegiatan tes masuk Keuangan)

Kerja
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Balai
Asesmen
Pendidikan
Tinggi Pada
Kementerian
Pendidikan
Tinggi, Sains,
Dan Teknologi

perguruan tinggi dan
SOP penerimaan
mahasiswa baru,
reformasi struktur
kementerian
pendidikan tahun
2024, signifikansi
jumlah masyarakat
yang dilayani lebih dari
1,6 juta orang per
tahun; dan dukungan
langsung terhadap
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Urgensi
Arah Kerangka
) Pembentukan . .
Regulasi Unit Unit
Berdasarkan . . . Target
dan/atau Penanggungj Terkait/Instit

Evaluasi Regulasi . Penyelesaian
Kebutuhan awab

. Eksisting, Kajian dan
Regulasi N
Penelitian

target RPJMN 2025-
2029 (Perpres
12/2025) untuk
peningkatan kualitas
SDM, pemerataan
akses pendidikan
tinggi, dan sertifikasi
kompetensi profesi
vokasi.

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, serta strategi Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana telah dirumuskan pada bab
sebelumnya, Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) berperan
dalam memastikan tersedianya kerangka kelembagaan yang efektif, adaptif, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka kelembagaan PPAPT mencakup penataan struktur organisasi yang
proporsional, penguatan tata kelola pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi, serta
optimalisasi mekanisme koordinasi baik internal maupun eksternal. Hal ini bertujuan
untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi PPAPT berjalan secara efektif, efisien,
dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan layanan pembiayaan pendidikan
tinggi yang tepat sasaran.

Penguatan kelembagaan PPAPT diarahkan untuk mendukung integrasi proses
bisnis pembiayaan dan asesmen, pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, serta
peningkatan kualitas layanan berbasis digital. Upaya ini juga dilakukan untuk
memastikan keterpaduan antar unit kerja, mencegah terjadinya tumpang tindih

pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas.
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1.

Struktur Organisasi

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) merupakan unit
kerja yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan
tinggi melalui pengelolaan pembiayaan serta pelaksanaan asesmen yang akuntabel,
transparan, dan berkelanjutan. Fungsi utamanya meliputi:

e Penyusunan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi
dan pengelolaan asesmen pendidikan tinggi;

e Pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan tinggi dan pengelolaan asesmen
pendidikan tinggi;

e Koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan tinggi dan pengelolaan
asesmen pendidikan tinggi;

e Pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan
pendidikan tinggi dan pengelolaan asesmen pendidikan tinggi; dan

e Pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung ketercapaian
pelaksanaan program di Lingkungan Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan
Tinggi maka dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam
menjalankan program-program yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi terdiri dari Kepala Pusat (Eselon Il) dan Kasubbag Tata
Usaha (Eselon 1V). Dalam struktur kelembagaan PPAPT dipimpin oleh Kepala Pusat
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris
Jenderal dengan mandat utama untuk memastikan akses, mutu, dan keberlanjutan
pembiayaan pendidikan tinggi. Struktur organisasi yang terdapat di lingkungan Pusat

Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi disajikan pada gambar berikut:
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Gambar 0.1 Struktur Organisasi Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi

a) Bidang Fasilitasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi
Bidang Fasilitasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan
koordinasi layanan pembiayaan pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan
tugasnya, Bidang Fasilitasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi
menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang layanan pembiayaan

pendidikan tinggi;

2) penyiapan pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan tinggi;
3) penyiapan koordinasi layanan pembiayaan pendidikan tinggi; dan
4) penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di

bidang fasilitasi layanan pembiayaan pendidikan tinggi.
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b) Bidang Pengelolaan Asesmen Pendidikan Tinggi
Bidang Pengelolaan Asesmen Pendidikan Tinggi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan koordinasi
pengelolaan asesmen pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya,
Bidang Pengelolaan Asesmen Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan asesmen

pendidikan tinggi;

2) penyiapan pelaksanaan pengelolaan asesmen pendidikan tinggi;
3) penyiapan koordinasi pengelolaan asesmen pendidikan tinggi; dan
4) penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pengelolaan asesmen pendidikan tinggi.

c) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan,
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan,

kearsipan, dan kerumahtanggaan pusat.

2. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 46 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kelola Balai Asesmen Pendidikan Tinggi (BAPT) telah dibentuk Unit Pelaksana
Teknis guna mendukung pelaksanaan kebijakan teknis di bidang layanan asesmen
di lingkungan pendidikan tinggi. BAPT berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi. BAPT
mempunyai tugas melaksanakan layanan asesmen di lingkungan pendidikan tinggi
dengan fungsi:
a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b) pelaksanaan dan fasilitasi asesmen di lingkungan pendidikan tinggi;

c) pelaksanaan kemitraan di bidang layanan asesmen, seleksi penerimaan
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mahasiswa baru, ujian kompetensi program profesi, dan sertifikasi di lingkungan
pendidikan tinggi;

d) pengelolaan data dan informasi;

e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

f) pelaksanaan urusan administrasi.

Layanan teknis operasional BAPPT meliputi:
a) Tata kelola Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

Pada tahun 2026 akan ada 3 (tiga) jalur SNPMB: (1) Seleksi Nasional
Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang menekankan pada prestasi akademik dan
non-akademik siswa selama masa sekolah; (2) Seleksi Nasional Berdasarkan
Tes (SNBT) yang menekankan pada hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer
(UTBK) untuk mengukur potensi kognitif, kekmampuan penalaran matematika,
serta literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; (3) Seleksi Mandiri
yang sepenuhnya dikelola oleh masing-masing Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) dengan mekanisme dan jadwal yang ditentukan oleh PTN tersebut.

b) Layanan fasilitasi pendaftaran PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
Layanan ini ditujukan untuk memfasilitasi pendaftaran PPDS yang
akuntabel, transparan, dan memiliki keseragaman standar di seluruh institusi
penyelenggara pendidikan dokter spesialis.
c) Layanan uji kompetensi profesi mahasiswa

Uji kompetensi berstandar nasional merupakan pengukuran
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik yang diselenggarakan
perguruan tinggi sesuai standar nasional dan berlaku secara nasional.
Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program vokasi sebagaimana
lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat

kompetensi.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi, Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
(PPAPT) mendukung penuh upaya pencapaian visi dan misi Kementerian. Dukungan
tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pembiayaan dan asesmen
pendidikan tinggi yang selaras dengan kebijakan nasional serta sasaran strategis
Kementerian. Dalam kerangka tersebut, target kinerja PPAPT disusun sebagai
turunan dari sasaran strategis Kementerian yang telah ditetapkan, serta diselaraskan
dengan peran dan kewenangan PPAPT sebagai unit pelaksana program
pembiayaan dan asesmen pendidikan tinggi. Target kinerja ini menjadi acuan dalam
mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan PPAPT selama periode
tahun 2025-2029.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian, PPAPT
menetapkan sasaran program yang berfokus pada peningkatan akses dan
pemerataan pembiayaan pendidikan tinggi, penguatan ketepatan sasaran penerima
manfaat, peningkatan kualitas sistem asesmen berbasis data, penguatan tata kelola
yang akuntabel dan transparan, serta peningkatan dampak program pembiayaan
terhadap keberhasilan studi dan kualitas lulusan. Adapun rincian target kinerja PPAPT
pada periode tahun 2025-2029 disusun dalam bentuk indikator kinerja yang terukur
dan berorientasi pada hasil (outcome), yang selanjutnya menjadi dasar dalam

penetapan target tahunan serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
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Pohon Kinerja Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
(crosscutting/collaborative)

Strategic Goal Di Tingkat Eselon 2

Meningkatnya tata kelola Kinerja
Anggaran satuan kerja di
lingkungan PPAPT

Meningkatnya layanan pendidikan tinggi
yang terjangkau

Meningkatnya kualitas SDM
pendidikan tinggi

Meningkatnya tata kelola SAKIP
di lingkungan PPAPT

Tactical Strategic

Tersalurkannya mahasiswa mendapatkan
KIP Kuliah, dan Mahasiswa yang

Tersalurkannya mahasiswa
yang mendapatkan fasilitasi

Terlaksananya layanan
_ Perkantoran, Layanan Manajemen
internal SDM

Terlaksananya layanan sarana
mendapatkan Beasiswa Afirmasi
Pendidikan Tinggi (ADIK) Indonesia

layanan Beasiswa Pendidikan

Kolaborasi (crosscutting)

Badan Pusat Statistik

LPDP - Kemenkeu

Kemensos

LPDP - Kemenkeu

KemenPANRB

Bappenas

DJA - Kemenkeu
DJPb - Kemenkeu

Bappenas




Tabel A.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Nama

Sasaran Indikator Kinerja
Program

Program Pendidikan Tinggi

Meningkatnya layanan Persentase mahasiswa program
pendidikan tinggi yang sarjana dan program diploma dari
terjangkau kelompok yang kurang mampu

secara ekonomi atau dari daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal

Meningkatnya kualitas SDM | Jumlah SDM pendidikan tinggi yang
pendidikan tinggi mendapatkan beasiswa S3 ke PT
dengan reputasi top 100 dunia di
bidangnya

Meningkatnya tata kelola SAKIP | Predikat SAKIP Pusat
satuan kerja di lingkungan | Pembiayaan dan Asesmen
Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi

Meningkatnya tata kelola Kinerja | Kategori Nilai Kinerja Anggaran
Anggaran satuan kerja di |atas Pelaksanaan RKA-K/L
lingkungan Sekretariat Jenderal | Pusat Pembiayaan dan

Asesmen Pendidikan Tinggi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran program, ditetapkan
Indikator Kinerja Program beserta target kinerja pada setiap indikator. Target kinerja
tersebut dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja
pada tahun sebelumnya. Adapun rincian target kinerja untuk masing-masing indikator

disajikan pada tabel berikut.



Tabel A.2 Target Kinerja Kegiatan/Kegiatan per Indikator

Program/
Kegiatan

SK

SK

SK

Indikator Kinerja

Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau

Persentase mahasiswa
program sarjana dan
program diploma dari
kelompok yang kurang
mampu secara ekonomi

atau dari daerah
terdepan, terluar, dan
tertinggal

Jumlah SDM pendidikan

tinggi yang
mendapatkan beasiswa
S3 ke PT dengan

reputasi top 100 dunia di
bidangnya

Satuan

Orang

2025

220

Target

2026 2027 2028

10.26

‘ Meningkatnya kualitas SDM pendidikan tinggi

440

10.82

660

10.17

880

2029

9.59

990

Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat

Jenderal

Predikat SAKIP Pusat

Pembiayaan dan
Asesmen Pendidikan
Tinggi

Predikat

N/A

BB

BB

BB

Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan

Sekretariat Jenderal

Kategori Nilai Kinerja
Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L

Pusat Pembiayaan dan
Asesmen Pendidikan
Tinggi

Kategori

Baik

Baik

Baik

Baik

Sangat
Baik




B. Kerangka Pendanaan
Dalam rangka memenuhi target kesuksesan, dibutuhkan sumber pendanaan

untuk operasional yang berasal dari APBN dengan rincian target sebagai berikut:

Tabel B.1 Kerangka Pendanaan per Kegiatan Tahun 2025

Kegiatan 2025 (Milyar Rupiah)

Program Pendidikan Tinggi 15,128,549.168
Program Dukungan Manajemen 1,827.285

Tabel B.2 Rincian Pendanaan Kegiatan per Tahun

‘ Tahun

Program Satuan
2026 2027 2028

Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau

Persentase Juta 15,128,549 | 16,066,760 | 18,954,890 (24,101,422 | 29,236,757
mahasiswa Rupiah
program sarjana
dan program
diploma dari
kelompok yang
kurang mampu
secara ekonomi
atau dari daerah
terdepan, terluar,
dan tertinggal

Meningkatnya kualitas SDM pendidikan tinggi

Jumlah SDM | Juta 15,128,549 | 16,066,760 | 18,954,890 (24,101,422 | 29,236,757
pendidikan tinggi [ Rupiah
yang
mendapatkan
beasiswa S3 ke
PT dengan
reputasi top 100
dunia di
bidangnya




Program

Satuan

2026

Tahun

2027

2028

Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal

Predikat
Pusat
Pembiayaan dan
Asesmen
Pendidikan
Tinggi

SAKIP

Juta
Rupiah

1,827

2,010

2,211

2,432

2,675

Jenderal

Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat

Kategori Nilai
Kinerja Anggaran
atas
Pelaksanaan
RKA-K/L  Pusat
Pembiayaan dan
Asesmen
Pendidikan
Tinggi

Juta
Rupiah

973

1,070

1,177

1,295

1,424

Tabel B.3 Rincian Pendanaan Program per Tahun

‘ Tahun
AL ‘ 2025 2026 2027 2028
Program Pendidikan Tinggi | 19,128,549 | 16,066,760 | 18,954,890 | 24,101,422 | 29,236,757
Program Dukungan 2,800 3,080 3,388 3,727 4,099

Manajemen
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis PPAPT merupakan dokumen yang disusun sebagai persyaratan
dari usulan penataan kelembagaan Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi
(PPAPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek)
untuk pengembangan PPAPT yang diproyeksikan akan menerapkan PPK-BLU. BLU Pusat
Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi dibentuk agar Kemdiktisaintek dapat
melakukan optimalisasi pemanfaatan hasil dari pengelolaan Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional (DPPN) serta dana-dana pembiayaan pendidikan dari sumber lain
seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility — CSR),
dana hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat. Selain itu, diharapkan pengembangan
PPAPT dapat meningkatkan layanan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan seluruh unit kerja di lingkungan PPAPT
dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran. Secara holistik dan komprehensif,
keintegrasian program dan kegiatan dapat mengefektifkan pencapaian Visi dan Misi
PPAPT. Karakteristik rencana bisnis dan anggaran dapat dipergunakan sebagai pertautan
program dan kegiatan setiap tahun serta dapat menjadi milestone dan exercise dalam
pengembangan PPAPT.

Untuk itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pembiayaan dan Asesmen
Pendidikan Tinggi memerlukan dukungan dari semua pihak agar program yang dijalankan
dapat dinikmati semua lapisan, baik pemerintah maupun masyarakat. Komitmen semua
pihak menjadi penentu dalam menyajikan program yang berkualitas dan merata dalam

rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.
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Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

7719

Layanan
Pembiayaan
Pendidikan
Tinggi

LAMPIRAN

15.391.549,17

16.000.480,01

18.954.890,47

24.101.421,55

29.236.756,76

SK

Meningkatnya
layanan
pendidikan tinggi
yang terjangkau

IKK1.1.1.1

Persentase
mahasiswa
program sarjana
dan program
diploma dari
kelompok yang
kurang mampu
secara ekonomi
atau dari daerah
terdepan,
terluar, dan
tertinggal

%

N/A

10,26

10,82

10,17

9,59

PPAPT

7719.QEJ.001

Mahasiswa Yang
mendapatkan
KIP Kuliah

Pusat

Orang

1.022.084

1.040.192

1.069.271

1.321.712

1.583.217

1.840.192

14.983.109,75

15.458.109,75

18.222.111,06

23.195.449,05

28.284.008,66

7719.QEJ.002

Mahasiswa Yang
mendapatkan
Beasiswa
Afirmasi
Pendidikan
Tinggi (ADIK)

Pusat

Orang

7.676

9.174

10.000

10.736

11.881

13.174

213.730,32

227.344,48

248.362,10

288.509,85

331.048,10

SK

Meningkatnya
kualitas SDM
pendidikan tinggi




IKK3.1.2.2

Jumlah SDM
pendidikan tinggi
yang
mendapatkan
beasiswa S3 ke
PT dengan
reputasi top 100
dunia di
bidangnya

Orang

N/A

220

440

660

880

990

PPAPT

7719.BAA.001

Mahasiswa yang
mendapatkan
fasilitasi layanan
Beasiswa
Pendidikan
Indonesia

Pusat

Orang

611

12.345

12.974

14.016

15.093

15.868

194.709,09

315.025,78

484.417,31

617.462,65

621.700,00

7720

Layanan
Asesmen
Pendidikan
Tinggi

1.000,00

98.718,57

147.627,31

149.304,37

151.819,96

SK

Meningkatnya
layanan
pendidikan tinggi
yang terjangkau

IKK 1.1.1.2

Persentase
mahasiswa baru
kelompok UKT |
dan Il di PTN

%

N/A

7,25

7,5

7,75

Setditjen
Dikti

7720.DBA.001

Layanan
penerimaan
mahasiswa baru

Pusat

Orang

390.313

1.000.000

1.500.000

1.810.000

1.880.000

1.950.000

1.000,00

80.000,00

83.852,98

85.530,04

88.045,63

7720.DBA.002

Layanan
Bantuan Seleksi
Nasional
Penerimaan
Mahasiswa Baru
untuk KIP Kuliah

Pusat

Orang

N/A

100.000

120.000

120.000

120.000

15.844,53

19.014,00

19.014,00

19.014,00

7720.DBA.003

Layanan
Fasilitasi

Pusat

Orang

N/A

170.000

170.000

170.000

170.000

2.874,04

44.760,33

44.760,33

44.760,33




Pendaftaran
Pendidikan
Program Dokter
Spesialis dan Uji
Kompetensi




Lampiran 2 : Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan lainnya yang Sah
terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas

Meningkat 15,391.| 16.000.| 18.954.| 24.10| 29.236.
nya 549,17 | 480,01 | 890,47 | 1.421,| 756,76
relevansi 55
dan
partisipasi
pendidikan
tinggi
Mahasiswa | Jumlah 12.34| 12.974| 14.01| 15.093| 15.868 | 194.709 | 315.025| 484.417 | 617.4| 621.70| 2.103.9| 1.721.95| 1.055.9 | 335.94 | 15.565.746. 315.813,3 | 485.628,3| 619.006,3 | 623.254,2
yang Mahasiswa 5 6 ,09 ,78 31| 62,65 0,00 | 52.338.| 7.000.00| 24.290.| 8.182. 481 5 6 1 5
mendapatk | yang 035 0 031 857
an fasilitasi | mendapatka
layanan n fasilitasi
Beasiswa |layanan
Pendidikan | Beasiswa
Indonesia | Pendidikan

Indonesia
Mahasiswa | Jumlah 1.040.| 1.069.2|1.321.| 1.583.2| 1.840.1 | 14.983.| 15.458.| 18.222.| 23.19| 28.284.
Yang Mahasiswa 192 71 712 17 92| 109,75| 109,75| 111,06| 5.449,| 008,66
mendapatk | Yang 05
an KIP mendapatka
Kuliah n KIP Kuliah

dan bantuan

UKT
Mahasiswa | Jumlah 9.174| 10.000| 10.73| 11.881| 13.174|213.730 | 227.344 | 248.362 | 288.5| 331.04
Yang Mahasiswa 6 32 ,48 ,10| 09,85 8,10
mendapatk | Yang
an mendapatka
Beasiswa |n Beasiswa
Afirmasi Afirmasi
Pendidikan | Pendidikan
Tinggi Tinggi (ADik)

(ADik)




Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal,
Kemdiktisaintek sebagai Unit Terkait 2025 — 2029

1 | Peraturan Menteri Diktisaintek Memperkuat tata kelola dan keberlanjutan Program | PPAPT e Sekretariat Telah
No. 2 Tahun 2026 tentang Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang selama ini Jenderal (Biro ditetapkan
Program Indonesia Pintar (PIP) telah dijalankan agar perluasan akses mahasiswa Hukum) tanggal 18
Pendidikan Tinggi kurang mampu ke pendidikan tinggi berlangsung Februari 2026

lebih efektif dan tepat sasaran.

2 | Rancangan Permendiktisaintek Menyediakan landasan hukum dan acuan yang PPAPT e Sekretariat Tahun 2026 sd
tentang Pedoman Umum seragam dalam penyaluran bantuan pemerintah di Jenderal (Biro Tahun 2028
Penyaluran Bantuan Pemerintah | Lingkungan Kemdiktisaintek agar pelaksanaan Hukum)

di Kemdiktisaintek program lebih transparan, akuntabel, dan tepat
sasaran.

3 | Revisi Peraturan Presiden No. Kebutuhan untuk memperpanjang masa tinggal PPAPT e Sekretariat Tahun 2026 sd
106/2021 tentang Asrama mahasiswa di asrama yang awalnya hanya 2 tahun Jenderal (Biro Tahun 2028
Mahasiswa Nusantara akan diperpanjang sampai 4 tahun. Perpanjangan Hukum)

ini diharapkan dapat membuat masa pembinaan ¢ Biro OSDM
mahasiswa lebih optimal.

4 | Peraturan Menteri Pendidikan Arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi PPAPT e Sekretariat Telah
Tinggi, Sains, dan Teknologi diimplementasikan dalam mekanisme penerimaan Jenderal (Biro ditetapkan
Nomor 3 Tahun 2026 tentang mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri Hukum) tanggal 18
Penerimaan Mahasiswa Baru secara nasional dan mandiri yang sejalan dengan e Ditjen Dikti Februari 2026

Program Diploma dan Program
Sarjana pada Perguruan Tinggi
Negeri

semangat Diktisaintek Berdampak guna
mendorong peningkatan dan perbaikan mutu
pendidikan pada jenjang sebelumnya.
Permendikbudristek No. 62/2023 sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga




perlu diubah sehingga diubah dengan
Permendiktisaintek No. 3 Tahun 2026

Rancangan Permendiktisaintek Memberikan landasan hukum bagi pembentukan PPAPT e Sekretariat Tahun 2026 sd
tentang Pembentukan Lembaga | dan operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Profesi Jenderal (Biro Tahun 2028
Sertifikasi Profesi yang berperan menjamin pengakuan kompetensi Hukum)

lulusan pendidikan tinggi sesuai standar industri

dan kebutuhan pasar kerja.
Rancangan Peraturan Memberikan kepastian hukum melalui pengaturan | PPAPT e Sekretariat Tahun 2026 sd
Pemerintah (PP) turunan dari UU | teknis mengenai penyelenggaraaan Pendidikan Jenderal (Biro Tahun 2028
Nomor 23 Tahun 2022 tentang dan Layanan Psikologi. PP juga diperlukan untuk Hukum)
Pendidikan dan Layanan mewujudkan standarisasi pelayanan guna
Psikologi meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi

profesi, dan kualitas layanan psikologi kepada

masyarakat. PP juga penting sebagai sarana

penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan

masyarakat serta kebijakan nasional terkini.
Rancangan Peraturan Menteri Dokumen spesifikasi teknis tentang tolok ukur BAPT e Sekretariat Tahun 2026 sd
Diktisaintek tentang Standar layanan minimum yang diberikan oleh Badan Jenderal (Biro Tahun 2028
Pelayanan Minimum Layanan Umum kepada masyarakat, peraturan ini Hukum)
Balai Asesmen Pendidikan Tinggi | perlu ditetapkan guna memenuhi persyaratan

administrasi bagi BAPT yang akan menerapkan

PPK-BLU.
Rancangan Peraturan Menteri Menindaklanjuti temuan audit BPK pada IHPS | BAPT e Kementerian Tahun 2026 sd

Keuangan tentang Tarif Layanan
Satuan Kerja Penerimaan Negara
Bukan Pajak Balai Asesmen
Pendidikan Tinggi Pada

Tahun 2022 hal. 49 dan IHPS | Tahun 2021 hal. 65
terkait pengelolaan kegiatan tes masuk perguruan
tinggi dan SOP penerimaan mahasiswa baru,
reformasi struktur kementerian pendidikan tahun

Keuangan
e Sekretariat
Jenderal (Biro

Tahun 2028




Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, Dan Teknologi

2024, signifikansi jumlah masyarakat yang dilayani
lebih dari 1,6 juta orang per tahun; dan dukungan
langsung terhadap target RPJMN 2025-2029
(Perpres 12/2025) untuk peningkatan kualitas
SDM, pemerataan akses pendidikan tinggi, dan
sertifikasi kompetensi profesi vokasi.

Hukum, Biro
Keuangan)




Lampiran 4 : Definisi Operasional Rencana Strategis Pusat Pembiayaan dan
Asesmen Pendidikan Tinggi Tahun 2025-2029

A. Sasaran [SK 1] - Meningkatnya Layanan Pendidikan Tinggi yang Terjangkau

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau

Indikator Kinerja
Kegiatan

Persentase mahasiswa program sarjana dan program diploma dari kelompok
yang kurang mampu secara ekonomi atau dari daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal

Konsep/Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi mahasiswa program sarjana
dan program diploma yang berasal dari rumah tangga miskin penerima KIP
Kuliah atau berasal dari daerah 3T (berdasarkan penetapan Perpres No. 63
Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah 3T) dari Program Afirmasi Pendidikan
Tinggi (ADik) dan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) terhadap total
mahasiswa aktif di perguruan tinggi.

Perhitungan

Interpretasi Semakin tinggi persentase mahasiswa dari kelompok kurang mampu dan daerah
3T, menunjukkan akses pendidikan tinggi semakin merata dan layanan
pendidikan tinggi semakin inklusif.

Metode/Rumus

Jumlah Penerima Program KIP Kuliah + Program ADik
x 100%

Presentase = - -
Total mahasiswa aktif

Ukuran/Satuan

Persen (%)

Tipe Penghitungan

Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi

Instansi Penghasil

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Variabel dan Sumber
Data

1 Jumlah mahasiswa aktif (sumber: PDDikti)

2 Status sosial ekonomi mahasiswa (sumber: DTKS Kemensos/ penerima KIP-
Kuliah)

3 Asal daerah mahasiswa (sumber: data admisi mahasiswa baru,
Kemdiktisaintek, dan BPS untuk klasifikasi wilayah 3T)

Publikasi Ketersediaan
Indikator

Laporan Kinerja Kemdiktisaintek (LAKIN), Statistik Pendidikan Tinggi, Laporan
PDDikti

Polarisasi Indikator

Maksimal, semakin tinggi nilai realisasi Indikator terhadap target, semakin baik
capaian kinerjanya.

Periode Pengumpulan
Data

Setiap semester (sesuai pelaporan PDDikti)

Indikator Dapat
Diakses Oleh Umum

Ya, melalui PDDikti, Statistik Pendidikan Tinggi, dan laporan tahunan
kemdiktisaintek

Frekuensi Penyajian
Data

Tahunan (dilaporkan dalam LAKIN)




B. Sasaran [SK 2] — Meningkatnya Kualitas SDM Pendidikan Tinggi

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kualitas SDM pendidikan tinggi

Indikator Kinerja
Kegiatan

Jumlah SDM pendidikan tinggi yang mendapatkan beasiswa S3 ke PT dengan
reputasi top 100 dunia di bidangnya

Konsep/Definisi

Jumlah SDM pendidikan tinggi yang memperoleh beasiswa jenjang doktor (S3)
dari program pemerintah, terutama Beasiswa Program Doktor untuk Dosen
Indonesia (BPDDI) dan Beasiswa Presiden, untuk melanjutkan studi di perguruan
tinggi yang masuk dalam peringkat Top 100 dunia berdasarkan peringkat bidang
studi (subject ranking) dari lembaga pemeringkat internasional yang kredibel
yaitu seperti QS World University Rankings (QS WUR) by Subject

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah SDM yang mendapatkan beasiswa S3 di perguruan tinggi
Top 100 dunia, semakin meningkat pula kapasitas, kompetensi, dan daya saing
akademik SDM pendidikan tinggi Indonesia. Indikator ini merefleksikan
keberhasilan program pembiayaan pendidikan tinggi dalam mendorong lahirnya
sumber daya manusia unggul yang diakui secara global.

Metode/Rumus
Perhitungan

Jumlah SDM penerima beasiswa S3 yang terdaftar dan aktif pada PT Top 100
dunia di bidangnya sesuai daftar pemeringkatan yang diakui (QS) dalam tahun
berjalan.

Jumlah SDM =Y’ (Jumlah beasiswa S3 ke PT Top 100 dunia per tahun)

Ukuran/Satuan

Orang

Tipe Penghitungan

Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi

Instansi Penghasil

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Variabel dan Sumber
Data

1 Data penerima beasiswa S3 luar negeri U Sistem Informasi BPI/LPDP

2 Daftar universitas Top 100 dunia by subject [l Publikasi QS

3 Data status studi penerima (on-going, lulus, atau drop-out) l Perguruan tinggi
tujuan / laporan monitoring PPAPT

Publikasi Ketersediaan
Indikator

1 Laporan tahunan PPAPT
2 Laporan kinerja Kemendiktisaintek
3 Publikasi QS

Polarisasi Indikator

Maksimal, semakin tinggi jumlah penerima, semakin baik capaian kinerjanya.

Periode Pengumpulan
Data

Tahunan

Indikator Dapat
Diakses Oleh Umum

Ya, melalui laporan publik PPAPT/Kemdiktisaintek serta publikasi resmi lembaga
pemeringkat internasional

Frekuensi Penyajian
Data

Tahunan




C. Sasaran [SK 3] - Meningkatnya tata kelola Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya tata kelola Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja
Kegiatan

Predikat SAKIP Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi

Konsep/Definisi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29
Tahun 2014).

Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada
Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja
secara berjenjang dengan tingkatan:
1 Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
adalah unitinstansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang
melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
2 Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi;
adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan,
pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.
3 Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan,
pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian
negara/Lembaga.

Selanjutnya, penyelenggaraan SAKIP mencakup:
Rencana Strategis;

Perjanjian Kinerja;

Pengukuran Kinerja;

Pengelolaan Data Kinerja;

Pelaporan Kinerja;

Reviu dan Evaluasi Kinerja.

OO WN =

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil penilaian
SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai Predikat Interpretasi
>90-100 AA Sangat Memuaskan
=>80-90 A Memuaskan
>70-80 BB Sangat Baik
>60-70 B Baik
>50-60 cC Cukup (memadai)
>30-50 C Kurang

0-30 D Sangat Kurang

Interpretasi

Metode/Rumus
Perhitungan

Nilai SAKIP =A+B+C+D




Keterangan:
A : Perencanaan Kinerja
B Pengukuran Kinerja
C : PelaporanKinerja
D Evaluasi Kinerja

Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

Komponen Bobot Penilaian
Perencanaan Kinerja 30%
Pengukuran Kinerja 30%
Pelaporan Kinerja 15%
Evaluasi Kinerja 25%

Ukuran/Satuan

Predikat

Tipe Penghitungan

Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi

Instansi Penghasil

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Variabel dan Sumber
Data

Hasil evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan
laporan evaluasi internal dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Publikasi Ketersediaan
Indikator

Dipublikasikan melalui laporan kinerja (LAKIN) tahunan

Polarisasi Indikator

Maksimal, semakin tinggi predikat/nilai SAKIP, semakin baik capaian kinerjanya

Periode Pengumpulan
Data

Tahunan

Indikator Dapat Ya
Diakses Oleh Umum
Frekuensi Penyajian Tahunan

Data




D. Sasaran [SK 4] - Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di Sekretariat Jenderal

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di Sekretariat Jenderal

Indikator Kinerja
Kegiatan

Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pembiayaan
dan Asesmen Pendidikan Tinggi

Konsep/Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang
tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran
(EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap
Perencanaan Anggaran, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran,
penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun
anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan
Kinerja Anggaran.

Interpretasi Semakin tinggi Nilai Kinerja Anggaran yang dicapai Indikator terhadap target,
semakin baik capaian kinerjanya dan menunjukkan perencanaan dan
pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik dan memberikan dampak
signifikan terhadap kinerja organisasi.

Metode/Rumus Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan

Perhitungan

rumus berikut ini:

NKA = (50% x Nilai EKA) + (50% x Nilai IKPA)

Nilai EKA diambil dari aplikasi Monev Kemenkeu (d/h
SMART DJA).
Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem
Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).
Ukuran/Satuan Kategori

Tipe Penghitungan

Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi

Instansi Penghasil

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Variabel dan Sumber
Data

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN/Monev PA dan NKA (kompilasi Nilai IKPA-EKA)
pada aplikasi monev.kemenkeu.go.id

Publikasi Ketersediaan
Indikator

Aplikasi SPEKTA (Terintegrasi dengan Monev Kemenkeu)

Polarisasi Indikator

Maksimal, semakin tinggi kategori Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran, semakin baik
capaian kinerjanya

Periode Pengumpulan Bulanan
Data

Indikator Dapat Ya
Diakses Oleh Umum

Frekuensi Penyajian Bulanan

Data
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  P r e s e n t a s e   =   J u m l a h   P e n e r i m a   P r o g r a m   K I P   K u l i a h   +   P r o g r a m   A D i k      T o t a l   m a h a s i s w a   a k t i f     x   100 %


  N i l a i   S A K I P = A + B + C + D


  N K A =  ( 50 %   x   N i l a i   E K A ) + ( 50 %   x   N i l a i   I K P A )

